BAB V
PENUTUP

5.1.KESIMPULAN

Penelitian ini ingin menjawab 2 pertanyaan penelitian yaitu faktor penyebab

belum optimalnya implementasi pembangunan zona integritas dan strategi

implementasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari
korupsi. Hasil dari pembahasan penelitian ini menggunakan konsep Van

Matter dan Van Horn. Berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini

ditemukan faktor penyebab belum optimalnya pembangunan zona integritas

dan strategi untuk mengatasinya. Penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab belum optimalnya pelaksanaan pembangunan zona
integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di Ditjen Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan pada beberapa indikator pembangunan
zona integritas dengan dimensi Van Meter dan VVan Horn sebagai berikut:
a) Standar dan sasaran kebijakan;

Indikator pengukuran standar dan sasaran kebijakan disimpulkan
bahwa area manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan
sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas,
penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik dan
pelaksanaan survei persepsi anti korupsi dan persepsi kualitas pelayanan
publik yang merupakan indikator pemenuhan dokumen belum terpenuhi
sehingga standar dan sasaran kebijakan belum tercapai. Berikut
beberapa penyebabnya: (1) masih lemahnya pelaksanaan monitoring
evaluasi terhadap kegiatan agen perubahan dimulai dari penyusunan
rencana aksi agen perubahan dan juga lemahnya peran agen perubahan
sebagai katalisator; (2) belum terlaksananya monitoring evaluasi
Standar Operasional Prosedur (SOP); (3) belum dilakukan evaluasi

terhadap analisis beban kerja, pola mutasi pegawai, pengembangan
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kompetensi pegawai, dan juga pemberian sanki dan reward secara
konkrit; (4) belum ada perhatian khusus terkait peningkat akuntabilitas
kinerja secara khusus penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan
dan pelaporan kegiatan serta peningkatan kapasitas pegawai; (5) belum
adanya rencana kegiatan penguatan pengawasan, mekanisme
penanganan benturan kepentingan dalam bentuk SOP; (6) belum ada
keterbukanaan informasi layanan karena masih bersifat manual serta
transparansi pelayanan seperti tata waktu serta biaya yang tertuang
dalam SOP; (7) belum dilakukan survei secara periodik dan membangun
kedekatan dengan stakeholder atau pengguna layanan.

Sedangkan indikator kejelasan standar dan sasaran kebijakan
pembangunan zona integritas Aspek kejelasan standar dan sasaran
kebijakan pembangunan zona integritas belum secara jelas terperinci
dalam dokumen perencanaan (renstra) dan juga masih terdapat multi
tafsir dalam menterjemahkan enam area perubahan yang tertuang dalam
lembar kerja evaluasi (LKE).

b) Sumberdaya;

Aspek dukungan sumberdaya manusia belum berjalan optimal, faktor
penyebabnya adalah belum melakukan evaluasi terhapat kebutuhan
pegawai sesuai beban kerja agar menjadi pedoman untuk pola mutasi
pegawai sesuai kebutuhan jabatan. Pengembangan kompetensi juga
belum dilakukan evaluasi sehingga jenis jabatan yang mendukung
pembangunan zona integritas belum terakomodir. Sedangkan aspek
ketersediaan anggaran juga, sudah berjalan namun belum optimal karena
belum dianggarkan setiap kegiatan yang berkaitan dengan area
perubahan serta semua sistem pengganggaran yang mendukung
pembangunan zona integritas belum dilakukan secara integrasi dengan
integritas dan inovasi.

c) Karakteristik Organisasi Pelaksana;
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Apabila diukur indikator struktur organisasi hal yang menyebabkan
belum optimalnya pembangunan zona integritas yaitu belum dilakukan
penambahan tugas dan fungsi terkait pembangunan zona integritas pada
seluruh unit kerja Ditjen PKTL. Sedangkan indikator kompentesi hal
yang belum dilakukan yaitu internalisasi pembangunan zona integritas
secara intens di lingkungan Ditjen PKTL melalui sosialisasi, pembinaan
pegawai bertemakan zona integritas dan bimbingan teknis terkait inovasi
layanan. Indikator pegawasan yaitu belum dilakukan monitoring dan
evaluasi pembangunan zona integritas secara rutin oleh tim
pembangunan zi di setiap unit kerja.
d) Komunikasi Organisasi Terkait Kegiatan Pelaksana;
dimensi komunikasi antar organisasi pelaksana dapat disimpulkan bahwa
sudah dilakukan secara jelas dan konsisten namun belum berjalan
optimal karena belum dilakukan komunikasi secara intens di tingkat
internal PKTL melalui rapat koordinasi atau bimbingan teknis untuk
memperkuat implementasi pembangunan ZI sehingga pengguna layanan
merasakan dampak nyata dari pembangunan zona integritas.

e) Sikap Para Pelaksana;
Penyebab belum optimal pembangunan zona integritas pada dimensi ini
yaitu: rendahnya tingkat pemahaman seluruh pegawai Ditjen PKTL
tentang pembangunan zona integritas. Untuk itu perlu banyak dilakukan
sosialisasi, bimbingan teknis, workshop sebagai sarana meningkatkan
pemahaman.

2. Strategi implementasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas
dari korupsi berdasarkan analisis hubungan antar variabel Standar dan
sasaran kebijakan, sumberdaya, karakteristik organisasi pelaksana,
komunikasi organisasi terkait kegiatan pelaksana, dan sikap para
pelaksana sebagai berikut:

a) Mengingat belum terpenuhi standar pembangunan ZI dalam area
perubahan dan capaian sasaran maka perlu dilakukan peningkatan
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b)

intensitas komunikasi internal Ditjen PKTL yang dilakukan oleh
seluruh pimpinan dan jajarannya dan juga antara tim penilai
pendahuluan bersama tim zona integritas unit kerja melalui model
komunikasi. Empat jenis kanal komunikasi internal yakni melalui
digital, environmental, tata muka, dan media printed. Untuk saat ini
kanal digital yang memberikan banyak kemudahan. Adanya grup
aplikasi perpesanan seperti whatsapp group (WAG) atau telegram
memudahkan penyebaran informasi di kalangan pegawai. Dapat pula
digunakan kanal digital lain adalah aplikasi, email dan internet.
sedangkan jenis kanal komunikasi internal yang bersifat
environmental antara lain standing banner, pamflet yang ditempel di
dinding kantor. Untuk tatap muka melalui komunikasi dilakukan dua
arah oleh pimpinan kepada pegawai memberikan arahan yang jelas
dan tegas agar apa yang menjadi standar dan sasaran pembangunan
zona integritas dipahami dengan seksama oleh para pelaksana
kebijakan. Pendampingan secara intens oleh tim penilai internal
lingkup Ditjen PKTL melalui coaching clinic ZI secara triwulan.
Terakhir media printed bisa dalam bentuk kartu ucapan khusus seperti

ucapan apresiasi, atau surat khusus kepada pegawai.

Rendahnya kapasitas SDM tentang pembangunan ZI perlu juga
dilakukan studi tiru atau benchmarking oleh pada kerja yang telah
meraih predikat WBK oleh semua unit kerja Ditjen PKTL yang
diajukan mendapatkan predikat WBK di instansi lain. Faktor jumlah
pegawai tersebut belum sesuai dengan analisis beban kerja maka perlu
dilakukan rekruitmen tenaga out sourcing oleh unit kerja untuk
mengisi jabatan yang belum terisi. Pengalokasian anggaran yang
belum dilakukan secara optimal maka perlu dilakukan integrasi
alokasi anggaran pada setiap kegiatan tupoksi dengan aspek integritas
dan inovasi oleh Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan
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d)

Tata Laksana. Untuk itu perlu dilakukan reformasi penganggaran
dengan pendekatan perencanaan sistem penganggaran melalui
Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) vyaitu
menyesuaikan program kegiatan yang sesuai dengan area perubahan,
integritas dan inovasi. Melakukan benchmarking pembangunan zona

integritas pada instansi yang telah berpredikat WBK.

Aspek intesitas, kejelasan maupun ketepatan komunikasi standar dan
sasaran pembangunan zi di internal Ditjen PKTL belum tersampaikan
dengan baik sehingga mempengaruhi kompetensi pegawai, untuk itu
perlu dilakukan peningkatan kapasitas pegawai terkait implementasi
pembangunan zona integritas melalui jenis kediklatan ataupun
sosialisasi oleh Bagian Keuangan, Kepegawaian Organisasi dan Tata
Laksana bersama tim pendamping pembangunan ZI yang dibentuk
oleh Ditjen PKTL. Aspek kejelasan standar dan sasaran juga belum
tertuang dalam mandat organisasi tugas pokok dan fungsi maka perlu
dilakukan desain struktur birokrasi dalam hal organisasi dan tata kerja
oleh kelompok kerja organisasi dan tatalaksana. Aspek intensitas
komunikasi yang rendah ditingkat internal menyebabkan pelaksanaan
monitoring evaluasi pembangunan zi terhambat untuk itu perlu
disusun rencana aksi pelaksanaan monev oleh tim penilai
pendahuluan yang bertugas mendampingi pembangunan zi.
Penambahan tugas pokok dan fungsi terkait pembangunan zona
integritas menjadi penting agar menjadi mandatori pelaksanaan
kegiatan pembangunan zona integritas. Untuk itu perlu dilakukan
desain struktur birokrasi dalam hal ini organisasi dan tata kerja
lingkup Ditjen PKTL.

Karakteristik organisasi dalam hal ini struktur organisasi dan tata kerja

yang secara khusus belum mengamanatkan pembangunan zona
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integritas sebagai kerangka reformasi birokrasi dalam tugas pokok
dan fungsi Ditjen PKTL secara langsung mempengaruhi hasil
implementasi pembangunan zona integritas, untuk itu perlu
secepatnya merumuskan draft usulan perubahan proses bisnis atau tata
hubungan kerja oleh pokja organisasi dan tatalaksana dan selanjutnya
mengusulkan kepada Biro Kepegawaian untuk ditetapkan menjadi
peraturan Menteri. Aspek pengembangan kompetensi terkait
pembangunan zona integritas belum intens dilakukan melalui
sosialisasi, pembinaan pegawai bertemakan zona integritas dan
bimbingan teknis terkait inovasi layanan. Sedangkan yang menjadi
kendala terkait aspek pengawasan adalah rendahnya monitoring dan
evaluasi pembangunan zona integritas secara rutin oleh tim

pembangunan zi di setiap unit kerja.

e) Amanat tugas pokok dan fungsi yang belum tercantum dalam
peraturan Menteri LHK sebagai mandatori pelaksanaan kegiatan di
unit kerja secara langsung mempengaruhi hasil implementasi
pembangunan zona integritas di lingkungan Ditjen Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan. Amanat tersebut menyebabkan
alokasi anggaran belum tersistem dengan baik, ketersediaan sumber
daya manusia dalam pelaksanaan tugas kegiatan menjadi terbatas dan
komunikasi internal unit kerja menjadi minim sehingga standar area
perubahan bahkan sasaran pembangunan zona integritas belum

terpenuhi.

f) Tingkat pemahaman pegawai sebagai pelaksana kegiatan belum
sepenuhnya terinternalisasi dengan baik sehingga menyebabkan
capaian keberhasilan pelaksanaan pembangunan zi belum tercapai
pada semua unit kerja di Ditjen PKTL untuk itu perlu ditingkatkan
komitmen pimpinan semua unit kerja beserta jajarannya dalam

menginternalisasi pembangunan zona integritas dalam unit kerja.
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Dalam rangka internalisasi pembangunan zona integritas perlu
memahami sistem integritas pemerintahan secara utuh dengan melihat
kerangka sistem integritas terutama aspek kejelasan (Clarity) dari
sistem integritas dimulai dari konsep integritas dan visi tentang
kebijakan dan strategi integritas didefinisikan, dirumuskan, dan

dioperasionalkan secara terpadu.

5.2.SARAN

Melihat berbagai penjelasan pada kesimpulan diatas, beberapa saran sebagai

berikut:

1) Pimpinan unit kerja di Ditjen PKTL bersama jajarannya harus
berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti semua faktor-faktor yang
mempengaruhi implementasi kebijakan pembangunan zona integritas.
Faktor tersebut antara lain: (a) Standar dan Sasaran Kebijakan yang
belum secara penuh terinternalisasi dengan baik dan terukur dengan
jelas dalam perencanaan kegiatan (b) Sumberdaya; yang belum
berjalan secara optimal dari aspek sumberdaya manusia dan
sumberdaya anggaran yang mendukung implementasi pembangunan
zona integritas. (¢) Karakteristik Organisasi Pelaksana; yang belum
secara ideal mengakomodir standar sasaran kebijakan pembangunan
zona integritas serta monitoring dan evaluasi pembangunan zona
integritas secara rutin oleh tim pembangunan zi di setiap unit kerja. (d)
Komunikasi Organisasi Terkait Kegiatan Pelaksana; belum
dilaksanakan secara intens di tingkat internal PKTL melalui rapat
koordinasi atau bimbingan teknis (e) Sikap Para Pelaksana; yang
belum memahami sasaran kebijakan pembangunan zona integritas
secara utuh melalui sosialisasi, bimbingan teknis, workshop sebagai

sarana meningkatkan pemahaman.
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2) Strategi implementasi pembangunan zona integritas berdasarkan

hubungan antar variabel penelitian yaitu:

a)

b)

Memenuhi semua komponen area perubahan dengan
meningkatkan intensitas komunikasi internal di Ditjen PKTL
melalui Empat jenis kanal komunikasi internal yakni digital,
environmental, tata muka, dan media printed. Aplikasi
perpesanan seperti whatsapp group (WAG) atau telegram
memudahkan penyebaran informasi di kalangan pegawai. Dapat
pula digunakan kanal digital lain adalah aplikasi, email dan
internet. Sedangkan jenis kanal komunikasi internal yang bersifat
environmental antara lain standing banner, pamflet yang ditempel
di dinding kantor. Untuk tatap muka melalui komunikasi dua arah
oleh pimpinan kepada pegawai memberikan arahan yang jelas
dan tegas. Pendampingan secara intens oleh tim penilai internal
lingkup Ditjen PKTL melalui coaching clinic ZI secara triwulan.
Melakukan rekruitmen tenaga out sourcing oleh unit kerja untuk
mengisi jabatan yang belum terisi. Melakukan reformasi
penganggaran dengan pendekatan perencanaan  sistem
penganggaran melalui Redesain Sistem Perencanaan dan
Penganggaran (RSPP) yaitu menyesuaikan program kegiatan
yang sesuai dengan area perubahan, integritas dan inovasi.

Melakukan peningkatan kapasitas pegawai terkait implementasi
pembangunan zona integritas melalui jenis bimbingan teknis,
sosialisasi, membangun call center konsultasi oleh Bagian
Keuangan, Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana bersama
tim pendamping pembangunan ZI yang dibentuk oleh Ditjen
PKTL. Melakukan desain struktur birokrasi dalam hal mandatori
tugas organisasi dan tata kerja oleh kelompok kerja organisasi dan

tatalaksana. Menyusun rencana aksi pelaksanaan monev oleh tim
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penilai pendahuluan yang bertugas mendampingi pembangunan
zi.

d) Meningkatkan pengembangan kompetensi pegawai melalui
pembinaan pegawai bertemakan zona integritas dan bimbingan
teknis terkait inovasi layanan serta studi tiru atau benchmarking
pada unit kerja yang telah meraih predikat WBK oleh semua unit
kerja Ditjen PKTL yang diajukan mendapatkan predikat WBK 2
tahun terakhi. Melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan
zona integritas secara rutin oleh tim pembangunan zi di setiap unit
kerja.

e) Merumuskan draft usulan perubahan proses bisnis atau tata
hubungan kerja organisasi oleh pokja organisasi dan tatalaksana
dan selanjutnya mengusulkan kepada Biro Kepegawaian untuk
ditetapkan menjadi peraturan Menteri.

f) Komitmen pimpinan semua unit kerja beserta jajarannya dalam
menginternalisasi pembangunan zona integritas dalam unit kerja
agar memahami sistem integritas pemerintahan secara utuh
dengan melihat kerangka sistem integritas terutama aspek
kejelasan (Clarity) dari sistem integritas dimulai dari konsep
integritas dan visi tentang kebijakan dan strategi integritas
didefinisikan, dirumuskan, dan dioperasionalkan secara terpadu.

3) Dalam penelitian ini banyak hal menarik untuk diteliti tetapi tidak
menjadi bagian dalam penelitian ini untuk itu bagi peneliti selanjutnya
untuk meneliti tentang Impact dari layanan yang diberikan oleh unit

Predikat WBK dan WBBM dalam mendukung Program

Pembangunan Nasional.
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